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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-

undangan pasca amandemen Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai keikutseraan

warga negara pasca amandemen pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Undang-undang No.3

tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum

Pertahanan Negara, dan Buku Putih Pertahanan Indonesa. Prinsip hak asasi manusia yang terkait dengan

keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan terdapat dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikatuhui bahwa konsep keikutsertaan

warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen hanya berkutat pada tataran

wacana yang bersifat umum tidak dapat diwujudkan dalam praktik sehingga prinsip-prinsip hak asasi

manusia belum diterapkan secara maksimal.

 

This thesis talk's about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and

regulation after the amandement of Article 30 Undang- Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia). The Regulation about the implementation of Indonesia's total people defence system

in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945

Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (State Defense Law), Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum

Pertahanan Negara, and Buku Putih Pertahanan Indonesa (Indonesia's Defense White Book). Human rights

principles which are related into implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and

regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia) can be found in International Covenant on Civil and Political Rights. This research

result The rights of citizen to participate in Indonesia Total People Defense System are generally concept in

Indonesia Law and cannot be used for practical purpose, therefore this conditions make human rights

principles has not been implemented in a best way.
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